PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL. A. Yani Km.4,3 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71618
Telp. (0526) 2028788 Fax. (0526) 2029504

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800/001 /BAPPEDA/ 2018
tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN UNIT KERJA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

Menimbang : & bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kelancaran proses administrasi
dan pelaksanaan kegiatan maka perlu ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK) SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
._' b. bahwa berkenaan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
’ Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
'. Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menterai Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Dacrah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2009 Nomor 10, Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomer 55);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

11, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang

gglgsgaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
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; MEMUTUSKAN
/,’J Menetapkan : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD dan Pejabat Pelaksanann
Teknis Kegiatan ( PPTK ) Di Lingkungan Unit Kerja Bappeda Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2018
PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada kolom 2 Lampiran La dan Lb Keputusan

ini untuk menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2018 di lingkungan unit kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Balangan.
KE DUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut :
a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; '
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
Melakukan verifikasi SPP; !
Menyiapkan SPM;
Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

@me oo

KE TIGA ©  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut :

a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
D ¢. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
[4

KE EMPAT °  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2018.

KE LIMA *  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 02 Januari 2018
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Lampiranla : Keputusan Kepala Bappeda

Nomor 3 Tahun 2018
Tanggal / Januari 2018

DAFTAR : NAMAPEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) SKPD
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

No. ] Nama / NIP

Jabatan pada kegiatan Jabatan Struktural

1 2

M. Irwan Lafoni, ST
NIP. 19700524 199703 1 007
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Pejabat Penatausahaan Sekretaris Bappeda
Keuangan (PPK) SKPD
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Lampiran 1b : Keputusan Kepala Bappeda

Nomor 2 Tahun 2018
Tanggal : 02 Januari 2018

NIP. 19810606 201001 2 030 -

Nurhidayah, S.Sos -
NIP. 19820428 201001 2 024 -

M. Husaini, SP -

NIP. 19781203 201001 1 012

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Penyusunan Laporan capaian kinerja kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan RKA dan DPA akhir tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Komputer

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Ekonomi ( RPJPD, RPIMD, RKPD )

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
Publikaz@Perencanaan Pembangunan Daerah ‘
Monitc @ dan Evaluasi Bidang Perekonomian

dan Keuangan

Kepala Sub.Bagian. Umum dan
Kepegawaian.

Kepala Sub. Bidang Pertanian dan
Ketahanan Pangan.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
UNIT KERJA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2018
NO NAMA/NIP PPTK PADA KEGIATAN JABATAN STRUKTURAL | KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. | Hayati, SE - Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kepala Sub. Bagian Perencanaan
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10. | Syahdianor, S.Kom
NIP. 19790521 200501 1 009

11. | Hayatin Nufus
NIP. 19860613 201001 2 001

Koordinasi Penyusunan Perencanaan bidang Sosial dan
Pemerintahan Desa.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di kabupaten Balangan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang sosial dan
Pemerintahan Desa ( RPJPD, RPJMD, RKPD )

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja bidang Sosial dan
Pemerintahan Desa

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Kepala Sub. Bidang Sosial dan
Pemerintahan Desa

Fungsional Umum Bidang
Perencanaan Makro
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4, | Henny Dewi, ST - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemban i i isi
gunan Daerah Bidang | Kepala Sub. Bidang Fisik dan
NIP. 19790817 201001 2 025 Infrastruktur dan Kewilayahan ( RPJPD, RPJMD, RKPD ) ’ Praps:rana. ‘

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

- ?enyusunan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  bidang
infrastruktur dan Kewilayahan

- Monitoring dan Evaluasi Bidang infrastruktur dan Kewilayahan

5. | Nanang As’ari, ST - Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program | Kepala Sub. Bidang Perencanaan
NIP. 19820830 200904 1 004 dan layanan Publik Makro
- Penyusunan RKPD
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penetapan RKPD
6. | Rizani Rahman, ST - Penyusunan Profile daerah Kepala Sub. Bidang Pengendalian
NIP. 19830320 200904 1 002 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah
- Penyusunan dan penerapan e-Goverment

7. | Hairena, SE - Pengembangan Informasi dan Dokumentasi  Perencanaan | Kepala Sub. Bidang Anggaran dan
Pembangunan Pembiayaan

. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi ( PPK )

8. | Dra. Hj. Elyza Nurliati - Koordinasi Penyusunan Perencanaan bidang Pemerintahan dan Kepala Sub. Bidang Pemerintahan

NIP. 19670809 200604 2 012 Aparatur dan Aparatur

- Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan dan
Aparatur ( RPJPD, RPJMD, RKPD )

- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja bidang Pemerintahan

dan Aparatur
9. | Dwi Siang Pratiwi, ST . Koordinasi Penyusunan Perencanaan bidang Pendidikan dan | Kepala Sub. Bidang Pendidikan
NIP. 19840118 201001 2 029 Kesehatan dan Kesehatan.

- Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pendidikan dan
Kesehatan ( RPJPD, RPJMD, RKPD )

- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja bidang Pendidikan
dan Kesehatan

- Penyusunan Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan,
Sosial dan Budaya
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